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Moh. Irkham, 2020. Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, E-Samsat, 
dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi, 
Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan pada 
penelitin ini adalah data primer. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib 
pajak kendaraan bermotor kabupaten Brebes sebanyak 414.228, dari data tersebut 
diperoleh 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan 
metode Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. 
Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan program SPSS 22. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa sanksi perpajakan 
secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan 
razia lapangan, program e-samsat dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes. 






Moh. Irkham 2020. The Influence of Field Raids, E-Samsat, and Mobile 
Samsat on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Brebes Regency. This study 
aims to determine the effect of sanctions, field raids, E-Samsat, and Mobile 
Samsat on motor vehicle taxpayer compliance in Brebes Regency. 
 
This type of research is quantitative. The data used in this research are 
primary data. The population in this study were all motor vehicle taxpayers in 
Brebes city as many as 414,228, from these data obtained 100 respondents with 
the sampling method using the Slovin method. Data collection was carried out by 
distributing questionnaires. The data analysis used was multiple linear regression 
analysis using the SPSS 22 program. 
 
Based on the analysis results show that tax sanctions partially have a 
positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, field raids, e-Samsat and 
mobile Samsat programs have no effect on motor vehicle taxpayer compliance in 
Brebes Regency. 
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 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat sukarela dan cenderung memaksa berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya 
diharapkan akan memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan serta 
kesejahteraan masyarakat (Cahyadi & Jati, 2016:2343). Berdasarkan (Undang-
undang, 2007) Nomor 28  pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 
Pada tahun 2019, penerimaan pajak telah mencapai 1.786,4 
T sedangkan penerimaan non pajak sebesar 378,3 T dan penerimaan hibah 
sebesar 0,4 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan 
Negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan 
pendapatan Negara dan pembangunan ekonomi. Sebesar 80% penerimaan 
Negara Indonesia bersumber dari pajak (Aliffia, 2019). Pajak merupakan 
sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting yang 
diharapkan mampu menunjang pembangunan nasional. Pengelolaan pajak 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Muharromah dewi 





Peraturan mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah telah dituangkan 
dalam (Undang-undang, 2009) Nomor 28 yang menjelaskan bahwa pajak 
daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai pelaksanaan rumah tangga pemerintah daerah. 
pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk dari peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah 
merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan 
pemerintah pusat (Dewi & Suardana, 2016:2177). Salah satu sumber 
penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Wardani & 
Asis, 2017:106).  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan 
dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2017:219). Pajak 
kendaraan bermotor merupakan pajak yang diberikan atas suatu kepemilikan 
atau penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor baik yang beroda dua 
ataupun lebih. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber 
penerimaan  yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan 
bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk 
membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor 
merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap 
kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan 
bermotor sendiri melalui Kantor Samsat (Kowel et al., 2019:4252). Dari tahun 





pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak 
tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak. 
Penerimaan pajak oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat 
ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku (Suyatmin, 2004) . Seorang wajib pajak bisa dikatakan 
patuh dalam membayar pajak apabila tidak memiliki tunggakan pajak apapun. 
Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan 
pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang direncanakan, 
maka akan menghambat proses pembangunan Negara (Susanti, 2018). Berikut 
merupakan jumlah penerimaan dan jumlah tunggakan pada pajak kendaraan di 
Kabupaten Brebes : 
Tabel 1.1 








2017 375.644 Rp. 219.433.874.275 Rp. 5.823.329.401 
2018 394.018 Rp. 220.568.342.525 Rp. 7.727.466.486 
2019 414.228 Rp. 236.922.563.675 Rp. 11.741.590.295 





Di Kabupaten Brebes sendiri perkembangan jumlah penduduk yang 
semakin meningkat mempengaruhi jumlah kendaraan yang ada di kabupaten 
Brebes yang semakin meningkat juga. Sampai tahun 2019 jumlah  wajib pajak   
mencapai 414.228 dimana telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dari 
tahun sebelumnya yang berjumlah 394.018 pada 2018 dan 375.644 pada tahun 
2017. Kenaikan jumlah wajib pajak di kabupaten Brebes tidak dibarengi 
dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dimana setiap tahunnya 
tunggakan wajib pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 tunggakan pajak 
di SAMSAT Brebes mencapai Rp. 11.741.590.295, naik 51,94% dari tahun 
2018 yang hanya berjumlah Rp. 7.727.466.486. Sedangkan pada tahun 2017 
jumlah tunggakan pajak mencapai  Rp. 5.823.329.401 itu artinya, terjadi 
kenaikan jumlah tunggakan pada tahun 2018 sebesar 32,69%.  
Secara akumulasi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di 
kabupaten Brebes terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini 
menunjukkan kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, yang dapat dilihat 
dari jumlah penerimaan  dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor 
UPPD/SAMSAT Brebes. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan akan tetapi 
tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap 
pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang 






Fenomena di atas terjadi diantaranya karena kurangnya kesadaran dan 
kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Brebes. 
Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam merealisasikan 
penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak juga salah satu penunjang yang bisa 
mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Aswati et al., 2018:28). 
Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran yang dimiliki secara individu 
yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku 
secara sadar dan sukarela. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk 
kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku 
(Kowel et al., 2019:4252). Menurut (Dewi & Suardana, 2016:2181) Kepatuhan 
wajib pajak merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan pajak, maka 
dari itu perlu secara intensif untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor di kantor Samsat Brebes. 
Ada beberapa faktor yang dapat mampu mempengaruhi meningkatnya 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak 
kendaraan bermotor (Gustaviana Sandy, 2020:21). Salah satu faktor adalah 
dipengaruhi oleh  sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki peran penting 
sebagai aturan dari undang-undang perpajakan agar masyarakat lebih taat 
dalam membayar pajaknya. Sanksi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk 





sudah berlaku (Ilhamsyah et al., 2016:4). Penegakan hukum perpajakan akan 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Terdapat 
undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, 
agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para 
pelanggarnya (Ilhamsyah et al., 2016:2). Pengaruh sanksi perpajakan 
dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Suardana, 2016) yang 
menyatakan bahwa variable sanksi perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian 
(Dewi & Suardana, 2016) hasil penelitian dari (Pradipta Anisa Virgiawati, 
Samin, 2019) menunjukan hasil yang berbeda dimana sanksi perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
Faktor lain selanjutnya yang diharapkan mampu meningkatkan 
keberhasilan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dapat 
dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak (Ratna et al., 2019:79). 
pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah dengan melakukan razia 
lapangan. Razia merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama 
di jalan raya yang dilakukan oleh anggota kepolisian demi efisiensi dan 
efektifitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan 
masyarakat (Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, 
2017:405) . Dalam Peraturan Pemerintah (Undang-undang, 2012) Nomor 80 
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 4 ayat 2 





salah satu untuk menetapkan masa berlaku STNK pemilik kendaraan bermotor 
harus membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya atau setiap STNK 
disahkan. Pemeriksaan/ razia lapangan dilakukan untuk menguji pemenuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap 
wajib pajak maka diharapkan bisa menambah kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor, selain itu razia lapangan dilakukan guna untuk mempersempit gerak 
dari para penunggak pajak kendaraan bermotor.  
Pengaruh razia lapangan/operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib 
pajak dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gustaviana Sandy, 
2020) yang menyatakan bahwa razia lapangan/operasi kepolisian diharapkan 
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor. Namun hasil berbeda diperlihatkan dari hasil penelitian 
(Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, 2017) yang 
menyatakan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor  karena kurangnya tindakan 
yang tegas terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan 
penunggakan pajak.  
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak faktor lain yang 
dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan berupaya untuk memperbaharui sistem 
administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya 
di era digital (Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, 2019:21). Pemerintah terus 





bermotor melalui program e-samsat. program e-samsat merupakan sebuah 
penerapan dari sistem yang sudah ada melalui kemajuan teknologi dan 
penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 
sistem pelayanan dan mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor (Gustaviana Sandy, 2020). Program e-samsat digunakan untuk 
mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan 
cara menggunakan alat elektronik seperti mesin ATM (Anjungan Tunai 
Mandiri) (Wardani Dewi Kusuma, 2018:81). Dengan program e-samsat wajib 
pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor mereka, sehingga akan menambah motivasi wajib pajak dalam 
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengaruh program e-samsat terhadap 
kepatuhan wajib pajak dinyatakan dalam penelitian (Wardani Dewi Kusuma, 
2018) yang menjelaskan bahwa semakin baik program e-samsat maka semakin 
tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena e-samsat 
merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem 
pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat 
elektronik (ATM). 
Selain E-SAMSAT program inovasi yang diberikan pemerintah guna 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tingkat mobilisasi yang baik 
adalah SAMSAT keliling. Samsat keliling merupakan merupakan sebuah 
layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan 





yang lainnya dengan metode jemput bola kepada masyarakat (Dwipayana et 
al., 2017:3). Pendirian Layanan SAMSAT keliling di lokasi-lokasi yang 
strategis dan mudah dijangkau, akan memudahkan bagi wajib pajak kendaraan 
bermotor dalam membayar pajak, dan diharapkan akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Haryanti & Kurniawan Aji 
Wijaya, 2019:149). Pengaruh program SAMSAT keliling terhadap kepatuhan 
wajib pajak telah dinyatakan dengan dengan hasil penelitian dari (Dwipayana 
et al., 2017) yang menyatakan bahwa program SAMSAT Corner, SAMSAT 
Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 
Dari uraian diatas penulis memiliki ketertarikan terhadap fenomena 
masalah tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan judul “ Pengaruh 
Sanksi, Razia Lapangan, E-SAMSAT, dan SAMSAT Keliling terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi kasus pada wajib pajak 
kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Brebes ). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 






2. Apakah razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
kendaraan bermotor pada wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten 
Brebes? 
3. Apakah E- SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
kendaraan bermotor pada wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten 
Brebes? 
4. Apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 
pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten 
Brebes? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini, tujuan penulisan yang diharapkan penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor kabupaten Brebes. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Razia Lapangan terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor kabupaten Brebes. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib  
pajak kendaraan bermotor kabupaten Brebes. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib 






D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi 
dan masukan serta inovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Semoga penelitian ini 
dapat bermanfaat dan berguna untuk referensi dan pedoman penelitian 
berikutnya. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi penulis 
1) Untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi. 
2) Untuk menambah pemahaman tentang pengaruh sanksi, razia 
lapangan, E-SAMSAT, dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan 
membayar pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten 
Brebes. 
b. Bagi instansi terkait. 
Diharapkan mampu memberikan sebuah inovasi, evaluasi, dan masukan 
yang bermanfaat bagi SAMSAT kabupaten Brebes dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta sebagai acuan SAMSAT 
kabupaten Brebes dalam mengambil keputusan. 
c. Bagi akademik. 
1) Untuk menambah literatur pada perpustakaan Fakultas Ekonomi 
maupun perpustakaan Universitas Pancasakti Tegal. 







A. Landasan Teori 
1. Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Pengertian pajak kendaraan bermotor 
Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan atau 
penguasaan atas kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2017:219). 
Kendaraan bermotor merupakan semua jenis kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air (Siahaan, 2010:176) 
b. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor  (Siahaan, 2010:177) yaitu : 
1) Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
2) Undang-undang No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 





4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB & KAA.  
c. Objek pajak kendaraan bermotor 
Objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Yang termasuk dalam pengertian 
kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor beserta gandengannya, 
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor 
yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor  GT 5 (lima Gross 
Tonnage) sampai dengan GT 7 ( tujuh Gross Tonnage).(Siahaan, 
2010:180) 
d. Bukan objek pajak kendaraan bermotor 
Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan 
penguasaan kendaraan bermotor dikenai pajak. Berdasarkan undang-
undang N0.28 tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian 
kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi 
objek pajak kendaraan bermotor adalah : 
1) Kereta api ; 
2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan Negara; 
3) Kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, 
perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak 
dari pemerintah pusat; dan 





2. Sanksi perpajakan  
a. Pengertian sanksi perpajakan 
Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ 
ditaati/dipatuhi (Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, 2019:23). Sedangkan 
menurut (Widyaningsih, 2017:318) Sanksi perpajakan merupakan sanksi 
berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang 
yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur 
dalam undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan 
merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak 
tidak melakukan pelanggaran terkait peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. Pemberian sanksi pajak diharapkan mampu untuk membuat 
wajib pajak agar lebih patuh akan kewajibannya membayar pajak. 
b. Jenis-jenis sanksi perpajakan 
Menurut (Widyaningsih, 2017:318) sanksi perpajakan dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu : 
1) Sanksi administrasi  
Sanksi administrasi merupakan pembayaran yang harus dilakukan 
oleh wajib pajak kepada Negara akibat melakukan pelanggaran 








Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 yaitu : 
a) Sanksi administrasi berupa denda 
Sanksi administrasi berupa denda ialah sanksi yang diberikan 
kepada wajib pajak dengan menambahkan sejumlah denda pada 
pelanggaran yang sifatnya disengaja. Sanksi administrasi berupa 
denda merupakan sanksi terbanyak yang sering ditemukan dalam 
undang-undang perpajakan. 
b) Sanksi administrasi berupa bunga 
Sanksi administrasi berupa bunga  merupakan sanksi yang 
diberikan kepada wajib pajak yang menyebabkan utang pajak 
menjadi lebih besar. 
c) Sanksi administrasi berupa kenaikan 
Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang 
diberikan kepada wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak 
membayar pajaknya menjadi berlipat ganda dari utang pajak yang 
seharusnya. Sanksi administrasi berupa kenaikan menjadi sanksi 
yang paling dihindari oleh para wajib pajak karena mereka harus 
membayarkan pajaknya lebih besar dari yang terutang. 
2) Sanksi pidana 
Sanksi pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan kepada 
wajib pajak berupa hukuman pidana, seperti denda pidana, pidana 
kurungan dan pidana penjara. Pemberian sanksi pidana diberikan 





sengaja tidak menyampaikan SPT atau memberikan SPT yang isinya 
tidak sesuai atau memanipulasi isi SPT tersebut. 
c. Indikator sanksi perpajakan 
Menurut (Muliari, 2010:4) dan (Suhendri, 2015:8) indikator sanksi 
perpajakan adalah:  
1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup 
berat. 
2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak. 
Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa 
uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang 
dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang 
perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak. 
3) Pengenaan sanksi yang cukup berat. Merupakan sanksi yang diberikan 
kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan 
membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu 
sendiri.  
4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi. Merupakan 
sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan 
memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan 
dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu 





5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi 
yang dapat dinegosiasi adalah sanksi yang dikenakan kepada 
pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih 
belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa 
dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Razia lapangan  
a. Pengertian razia lapangan 
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak 
kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan 
kendaraan bermotor dengan cara diadakannya Razia Lapangan/Operasi 
Kepolisian (Ratna et al., 2019). Razia lapangan merupakan pemeriksaan 
yang dilakukan secara bersama sama dijalan raya oleh anggota kepolisian 
demi efisiensi dan efektifitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang 
berulang-ulang dan merugikan masyarakat (Muharromah dewi 
Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, 2017). Menurut (Siahaan, 2010) 
dijelaskan bahwa “salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan 
pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahhwa wajib pajak 
telah melaksanakan kewajibannya secara benar.” Untuk mengetahui hal 
ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan 








b. Jenis-jenis razia lapangan 
1) Razia simpatik 
Razia simpatik merupakan razia yang yang dilakukan di hari 
menjelang peringatan ulang tahun korps Bhayangkara atau Polri. 
Razia ini biasanya dilakukan dengan cara simpatik untuk menggugah 
kesadaran dari para pengguna jalan raya. Pada razia ini penindakan 
biasanya hanya mengingatkan para pelanggar saja dan tidak 
memberikan hukuman secara langsung. 
2) Razia zebra 
Razia zebra merupakan razia cipta kondisi yang dilakukan demi 
menjaga situasi dan keamanan agar tetap kondusif. Razia zebra 
biasanya dilakukan pada hari-hari menjelang natal dan tahun baru. 
Tindakan hukum yang dijatuhkan pada pelanggar razia zebra ini 
berupa 60% tindakan hukum (tilang), dan 40% tindakan preventif. 
3) Razia patuh jaya 
Razia patuh jaya merupakan razia yang menyasar target kepada 
para pelanggar secara luas, diantaranya para pelanggar rambu lalu 
lintas, surat kendaraan, pelanggar kelayakan kondisi kendaraan, dan 
pelanggar pengguna sirine dan rotator. Razia patuh merupakan razia 
yang ditakuti oleh para pelanggar karena penindakan pada 
pelanggaran ini yang cukup berat. Razia patuh jaya ini biasanya 





lintas seperti lokasi rawan kemacetan dan lokasi yang ramai 
pengendara. 
4) Razia ketupat 
Razia ketupat merupakan razia yang berbeda dengan razia yang 
lainnya, pada razia ketupat ini pihak kepolisian dibantu pihak lainnya 
hanya melakukan pengamanan pada hari raya Idul Fitri, utamanya 
ialah pengamanan pada arus mudik dan arus balik lebaran. 
5) Razia lilin 
Razia lilin merupakan razia yang hampir sama dengan razia 
ketupat dimana razia ini hanya melakukan keamanan lalu lintas pada 
saat menjelang natal dan tahun baru.  
c. Indikator Pemeriksaan/razia lapangan 
Menurut (Wahda et al., 2018) indikator razia lapangan yaitu : 
1) Persiapan Pemeriksaan. Merupakan serangkaian kegiatan yang akan 
dilakukan oleh tim pemeriksa sebelum melakukan tindakan 
pemeriksaan. 
2) Pelaksanaan Pemeriksaan. Merupakan kegiatan yang dilakukan tim 
pemeriksa untuk memeriksa wajib pajak. 
3) Hasil pemeriksaan. Merupakan hasil laporan dari kegiatan 
pemeriksaan terhadap wajib pajak. 
Sedangkan menurut (Rusdiati, 2016) indikator pemeriksaan/razia 
lapangan adalah : 





2) Integritas pemeriksa 
3) Rasio pemeriksa dan wajib pajak 
4) Memeriksa wajib pajak 
4. E-SAMSAT 
a. Pengertian E-SAMSAT 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT 
merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas 
Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan 
untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 
dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan 
dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama 
SAMSAT” (Fitranti, 2014:376). Samsat merupakan tempat yang 
digunakan guna melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat 
salah satunya pelayanan pengurusan dokumen kendaraan bermotor, 
pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan surat tanda 
nomor kendaraan atau STNK. Dalam perkembanganya pelayanan 
SAMSAT terus berkembang. Berkembangnya teknologi membuat 
pelayanan SAMSAT juga mengalami perkembangan yang sangat baik, 
salah satunya adalah E-SAMSAT. E-SAMSAT atau elektronik samsat 
merupakan sebuah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan 





pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan tahunan kendaraan 
bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 
(SWDKLLJ), dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pengesahan 
STNK yang dapat dilakukan masyarakat melalui sistem elektronik. 
Hadirnya E-SAMSAT diharapkan mampu memudahkan masyarakat 
dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor 
karena para wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor dimana saja dengan catatan selama masih dalam wilayah 
POLDA yang sama melalui aplikasi E-SAMSAT yang sudah tersedia di 
playstore. Selain itu pelayanan E-SAMSAT  juga bisa melalui situs 
website resmi dari SAMSAT masing-masing daerah. Jadi, para wajib 
pajak tidak harus mengantri di kantor SAMSAT yang banyak menyita 
waktu mereka. 
b. Jenis layanan dalam E-SAMSAT 
1) Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Pelayanan ini 
merupakan pelayanan utama dalam program E-SAMSAT dimana 
masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 
hanya melalui aplikasi saja sehingga akan memudahkan mereka dalam 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
2) Info pajak. Melalui layanan E-SAMSAT masyarakat dapat 
mengetahui waktu dan besaran pajak kendaraan bermotor mereka 





mereka, ini akan membuat masyarakat tahu kapan dan berapa pajak 
yang mereka harus bayarkan. 
3) Lokasi. Layanan lain yang ada dalam layanan E-SAMSAT adalah 
lokasi SAMSAT yang ada disekitar mereka, dengan layanan ini maka 
pengguna dapat dengan mudah mengetahui lokasi SAMSAT tertentu 
dengan menyambungkan melalui GPS smartphone mereka. 
4) Blokir kendaraan. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam 
melakukan pemblokiran mengenai dokumen kendaraan mereka tanpa 
harus datang langsung ke kantor SAMSAT. 
5) Info SAMSAT. Layanan yang memudahkan masyarakat selanjutnya 
adalah info SAMSAT dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi 
terbaru mengenai SAMSAT dari program E-SAMSAT. 
c. Cara menggunakan E-SAMSAT dalam aplikasi SAKPOLE (E-SAMSAT 
untuk wilayah polda jateng) 
1) Tahap pendaftaran 
a) Siapkan dokumen yang diperlukan seperti E-KTP dan surat tanda 
nomor kendaraan (STNK). 
b) Klik icon pendaftaran online. 
c) Masukan nomor polisi kendaraan yang akan dibayarkan. 
d) Masukan nomor identitas kependudukan (NIK). 
e) Masukan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan. 





g) Lakukan verifikasi data kendaraan bermotor dan jika sudah benar 
klik lanjut. 
h) Jika data yang ditampilkan tidak benar ,klik batal dan segera 
laporkan ke SAMSAT dimana kendaraan bermotor terdaftar. 
i) Cermati besaran pembayaran yang dikenakan. 
j) Jika setuju klik lanjut. 
k) Pilih cara pembayaran dan pilih bank-nya. 
l) Jika setuju, klik dapatkan kode bayar. Kemudian download bukti 
bayar. 
2) Tahap pencetakan mandiri SKPD ( notice pajak) 
a) Datang ke kantor SAMSAT jateng terdekat, langsung menuju “ 
mesin cetak SKPD mandiri sakpole”. 
b) Download QR code dari aplikasi sakpole pada menu bukti bayar. 
c) Lakukan scan QR code yang muncul di perangkat handphone pada 
mesin cetak mandiri. 
d) Akan ditampilkan data kendaraan bermotor, apabila data sesuai, 
pilih cetak. 
e) Proses cetak selesai silahkan ambil SKPD. 
d. Indikator E-SAMSAT 
Menurut (Wardani Dewi Kusuma, 2018:84) mengenai penerapan 







2) Efektif & Efisien 
3) Mudah & Aman   
5. SAMSAT keliling 
a. Pengertian SAMSAT keliling 
SAMSAT keliling adalah program yang berfungsi untuk melayani 
segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan 
per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam 
kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi 
pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat 
(Gustaviana Sandy, 2020:26). Samsat keliling merupakan penyediaan 
layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang dapat beroperasi dari satu 
tempat ke tempat lainnya (Rohemah Rizkiyatur, Nurul Kompyurini, 
2013:139). 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SAMSAT keliling 
merupakan layanan yang disediakan oleh kantor bersama SAMSAT 
untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana dalam 
pelaksanaanya pihak kantor bersama SAMSAT yang melakukan 
penjemputan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang jauh 
dari kantor pusat pelayanan SAMSAT. Tujuan utama SAMSAT keliling 
adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik 
khususnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan 





bermotor yang tempatnya jauh dari pusat kantor SAMSAT dapat dengan 
mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) 
b. Manfaat SAMSAT keliling 
1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam 
pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 
setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
2) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang 
berdomisili jauh dari SAMSAT induk sehingga dapat mengurangi 
biaya transportasi. 
c. Indikator SAMSAT keliling 
Menurut (Lasary, 2018:28), indikator dari kualitas pelayanan 
SAMSAT keliling adalah sebagai berikut : 
1) Pendataan lebih terkontrol adalah pendataan pada wajib pajak akan 
lebih mudah untuk KB SAMSAT.  
2) Kemudahan dalam membayar pajak adalah wajib pajak akan mudah 
dalam membayarkan pajaknya.  
3) Minat wajib pajak adalah kemauan pada wajib pajak secara sukarela 
untuk membayar pajak.  
4) Menghemat waktu adalah waktu yang digunakan wajib pajak lebih 
cepat dalam membayar pajak.  
5) Kualitas pelayanan adalah seberapa besar layanan yang diberikan 





6) Letak wilayah adalah suatu tempat yang digunakan untuk lokasi 
pembayaran pajak. 
6. Kepatuhan Wajib Pajak  
a. Pengertian kepatuhan wajib pajak 
Menurut Rahayu dalam (Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, 
2019:22) Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan 
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib 
pajak ialah suatu sikap dimana wajib pajak dapat melakukan 
kewajibannya dalam membayarkan utang pajaknya dengan sukarela 
sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Negara. Kepatuhan wajib 
pajak juga merupakan niat baik dari para wajib pajak yang timbul dari 
hati nurani mereka. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat 
penting karena di Indonesia juga menganut system self assessment 
dimana wajib pajak lah yang diharapkan berperan dalam pembayaran 
pajak terutang mereka. Semakin besar kepatuhan wajib pajak maka 
semakin baik pula kontribusi mereka dalam upaya pembangunan 
nasional. 
b. Kriteria kepatuhan wajib pajak 
Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan dikategorikan dari 
berbagai sudut pandang (Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, 2019:22) 





1) Menaati dan memahami peraturan perpajakan dimana para wajib 
pajak bisa menaati dan memahami semua peraturan perpajakan yang 
berlaku dengan baik. 
2) Tepat waktu dalam membayar dimana wajib pajak dapat mengetahui  
kapan mereka harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
3) Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor 
dan, 
4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan 
perpajakan. 
c. Indikator kepatuhan wajib pajak 
Menurut (Lasary, 2018:20), indikator dari kepatuhan wajib pajak 
adalah sebagai berikut : 
1)  Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui 
kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.  
2) Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan 
pajaknya tepat pada waktunya.  
3) Pengetahuan dalam prosedur pembayaran dimana wajib pajak 
mengetahui apa saja prosedur yang harus dilakukan ketika akan 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
4) Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat 





5) Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo 
pembayaran PKB.   
B. Penelitian terdahulu 
Penelitian terdahulu dalam hal ini ditunjukan untuk menggali 
mengenai informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak telah beberapa 
kali dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan hasil yang beragam. 
Dibawah ini merupakan ringkasan hasil dari penelitian tentang Kepatuhan 
Wajib Pajak terdahulu. 
1. Dewi muharromah dkk, (2017) melakukan penelitian yang berjudul 
pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, 
dan razia lapangan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
pada kantor bersama SAMSAT Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik 
dan deskriptif dengan pengujian asumsi klasik dan analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan oleh kualitas pelayanan secara simultan, sanksi perpajakan, 
kemudahan pembayaran, dan lapangan razia terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor 
dengan SAMSAT Klaten. 
2. Made Hongki Dwipayana dkk, (2017) telah melakukan penelitian dengan 





dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor bersama 
SAMSAT Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
berbentuk asosiatif kausal. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT tahun 2017 di 
Kota Denpasar yang berjumlah 1.292.618. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui keabsahan 
data, dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji 
validitas dan uji reliabilitas. Setelah memenuhi uji kualitas data, kemudian 
dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, dan 
Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 
3. I Made Wahyu Cahyadi, dan I Ketut Jati (2016) melakukan penelitian 
yang berjudul Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan, 
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini dengan 
pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Metode 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 





penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan instrumen 
kuesioner dan metode observasi non partisipan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear 
berganda. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji signifikan F dan uji parsial (uji t). 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib 
pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi 
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di 
Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 
4. Dewi Kusuma Wardani, dan Fikri Juliansya melakukan penelitian pada 
tahun (2018) dengan judul Pengaruh Program E-Samsat Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas 
Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang 
akan digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur 
(path analysis) dengan bantuan software SPSS (Stasistical Package For 
Sosial Science). Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, uji t, uji 
F, dan uji R2. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis 
jalur (path analysis)  menunjukan bahwa, program e-samsat berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan kualitas layanan, kepuasan kualitas 
layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 





wajib pajak kendaraan kepatuhan dan program e-samsat memiliki efek 
positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor melalui kepuasan kualitas layanan. 
5. Ni Made Lisa Rusmayani, dan Ni Luh Supadmi (2017) melakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan 
Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penentuan 
sampel yang digunakan adalah metode accidental sampling. Teknik 
analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang 
diolah menggunakan aplikasi SPSS. Uji instrumen penelitian yang 
digunakan ialah uji validitas yaitu dalam menguji valid atau tidaknya 
sebuah kuesioner. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji normalitas untuk mengetahui model regresi penelitian 
berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini 
menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, 
sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
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wajib pajak kendaraan 
bermotor, dan, 
3) sanksi pajak tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
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perpajakan dan kualitas 
pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan 
pada kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar 
pajak kendaraan 
bermotor di Kantor 
Bersama SAMSAT 
Tabanan. 
 Sumber : (Jurnal Penelitian terdahulu) 
 
C. Kerangka pemikiran konseptual 
Kerangka pemikiran yaitu bentuk diagram yang menerangkan alur 
berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran dibuat atas dasar 
pertanyaan penelitian., dan menerangkan suatu himpunan dari berapa 
konsep serta hubungan antara konsep tersebut. Kerangka berpikir yang baik 








1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanksi Perpajakan merupakan suatu tindakan yang akan diberikan 
kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundang-undangan 
perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan suatu jaminan peraturan 
peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi 
oleh wajib pajak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar norma 
perpajakan (Rahman et al., 2020).  
Seorang wajib  yang dikenakan sanksi atas keterlambatan 
pembayaran pajak atau pelanggaran peraturan perpajakan maka wajib 
pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. 
Sanksi pajak dapat menciptakan sifat kedisiplinan kepada wajib pajak 
atas kesalahannya dalam bidang perpajakan. Sanksi pajak dapat membuat 
wajib pajak lebih berhati hati untuk bertindak dan berusaha untuk tepat 
waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena sudah 
diberikan peringatan. Tidak hanya itu sanksi dapat memberikan efek jera 
bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap 
peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta 
melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Pradipta 
Anisa Virgiawati, Samin, 2019:24).  
Sanksi Perpajakan menurut (Susilawati & Budiarta, 2013) memiliki 
pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang sama 
juga diungkapkan dari hasil penelitian (Rahman et al., 2020) yang 





parsial antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukan bahwa ada indikasi dalam penerapan sanksi perpajakan akan 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. 
2. Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Razia Lapangan adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi 
turun ke lapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, 
penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaannya ditentukan 
dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, 
hingga dukungan dari pihak pihak tertentu dalam bentuk tugas yang 
ketentuannya sudah diatur (Gustaviana Sandy, 2020:27). 
Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan 
pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah 
melaksanakan kewajibannya secara benar (Ratna et al., 2019:81). Untuk 
mengetahui hal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus 
melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan cara mengadakan 
razia lapangan atau operasi kepolisian. Hal ini  juga diatur dalam Undang 
– Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pasal 35 ditentukan bahwa 
Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundangan- undangan perpajakan Daerah. 
Dalam hal ini kepala daerah bekerja sama dengan Polisi Republik 





terhadap para pelanggar pengguna kendaraan bermotor terutama 
penertiban Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang bermasalah.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa razia lapangan 
mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan 
diterapkannya razia lapangan diharapkan para wajib pajak akan patuh 
dalam membayarkan pajaknya. Semakin sering diadakannya razia 
lapangan membuat wajib pajak akan meningkatnkan kepatuhannya. 
Pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan 
dalam penelitian (Gustaviana Sandy, 2020) yang menyatakan bahwa 
razia lapangan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena razia lapangan 
merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
3. Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Perkembangan dan kemajuan teknologi membuat sistem pembayaran 
pajak juga ikut mengalami kemajuan. Salah satu perkembangan berbasis 
teknologi dalam pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor 
diantaranya melalui program e samsat. Teknologi e-Samsat merupakan 
perkembangan teknologi informasi yang terus di kembangkan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah dan instansi terkait (Tujni & Hutrianto, 2018:124). 
Sistem elektronik samsat merupakan sistem berbasis online yang berguna 
untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya 
(Wardani Dewi Kusuma, 2018:81). Keterpengaruhan sistem e-samsat 





pajak melalui media elektronik akan mempermudah wajib pajak untuk 
membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga membuat kepatuhan 
wajib pajak semakin meningkat. Hasil penelitian (Wardani Dewi 
Kusuma, 2018) menyatakan bahwa program E-samsat  berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga 
dijelaskan dalam penelitian (Gustaviana Sandy, 2020) yang menyatakan 
bahwa program E-samsat mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak karena program E-Samsat dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak 
mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran dengan segala bentuk 
aktivitasnya yang menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor 
sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor. 
4. Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Seiring dengan perkembangan waktu peran pemerintah dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan. Salah satu 
langkah yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penanganan wajib pajak 
adalah dengan program Samsat keliling. Samsat Keliling adalah layanan 
pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke 
tempat lainnya dengan metode jemput bola dimana pihak samsat akan 
mendatangi langsung lokasi-lokasi potensial wajib pajak sehingga dapat 
terjangkau oleh wajib pajak terutama yang jauh dari kantor pusat Samsat 





SAMSAT keliling yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan 
memberikan kemudahan kepada setiap wajib pajak dalam melakukan 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Masyarakat akan semakin 
patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam melakukan 
prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan 
pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak, sehingga 
diharapkan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka (Dwipayana et al., 
2017:3). Hal tersebut juga disimpulkan dari hasil penelitian (Haryanti & 
Kurniawan Aji Wijaya, 2019) dan (Dwipayana et al., 2017) yang 
menyatakan bahwa layanan Samsat keliling dan kemudahan akses pajak 















Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis membuat kerangka 
















































D. Hipotesis  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011: 99). 
Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis 
penelitian dinyatakan sebagai berikut : 
H1    :  Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kabupaten Brebes. 
H2   :  Terdapat pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di SAMSAT kabupaten Brebes. 
H3    :  Terdapat pengaruh E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di SAMSAT kabupaten Brebes. 
H4    :  Terdapat pengaruh SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib 







A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut (Sugiyono, 2013:13), 
metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 
secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan.  
Sedangkan penelitian survey adalah penelitian yang digunakan untuk 
menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut (Sugiyono, 
2015:14) pengertian penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada 
populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah dari data sampel 
yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 
relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 
psikologis. 
Dalam penelitian survey ini, penulis melakukan peninjauan langsung atau 
menanyakan dengan data kuesioner. Data yang diperoleh akan dianalisis, 





yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel 
terikatnya. 
B. Obyek penelitian 
Obyek pajak pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor 
yang terdaftar pada SAMSAT Brebes. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang oleh penulis 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan  (Sugiyono, 2017:23). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di 
SAMSAT kabupaten Brebes yang berjumlah 414.228. 
2. Sampel  
Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah dari populasi 
itu sendiri (Sugiyono, 2017:120). Populasi yang besar membuat peneliti 
tidak akan mempelajari/meneliti dari populasi yang ada, sebagai contohnya 
seperti keterbatasan dana dari peneliti, tenaga, serta waktu, maka peneliti 
dapat mengambil penelitian dengan menggunakan sampel dari populasi 
tersebut (Sugiyono, 2017:120). Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini 








n  : Jumlah sampel  
N : Jumlah populasi  
e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
 
 
n = 100 responden (dibulatkan) 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yaitu sebagai berikut 
1. Variabel independen (bebas) menurut (Sugiyono, 2017:64) adalah “ 
Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya 
variabel dependen (terikat) ”. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Sanksi (X1), Razia lapangan (X2), E-SAMSAT (X3), 
dan SAMSAT keliling (X4). 
2. Variabel dependen (Y) 
Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:65). Variabel 
dependen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kepatuhan 

















a) Memenuhi kewajiban 
pajak. 
b) Kesadaran membayar 
pajak. 
Interval 
2. Tepat Waktu a) Membayar pajak tepat 
waktu. 


















1. Sanksi pidana 
dan 
administrasi. 
a) Mengetahui adanya 
sanksi pidana. 






a) Keterlambatan dalam 
membayar pajak. 




a) Manipulasi data 





Variabel Dimensi Indikator Skala 


















a) Integritas pemeriksa. 






a) Pelaksanaan razia. 







1. Cepat & 
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2. Efektif & 
efisien 
a) Efektifitas dalam 
pembayaran. 
b) Efisiensi waktu. 








a) Letak wilayah 
strategis. 















3. Minat wajib 
pajak 
a) Bertambahnya minat 
wajib pajak. 
b) Kemauan wajib pajak. 
Sumber : (Jurnal penelitian) 
E. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer. Data primer 
adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 
(Sugiyono, 2017:187). Data primer pada penelitian ini adalah data yang 
didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu data yang didapatkan 
dari penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak yang ada di 
SAMSAT Brebes terkait dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya. 
Menurut (Sugiyono, 2015:142), kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Kuesioner (angket) digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak kendaraan 





F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas  
Validitas alat ukur adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat 
ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian  yang valid 
artinya instrumen tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur dengan 
tepat dan cermat. Dengan kata lain, suatu alat ukur dinyatakan Valid jika 
instrumen tersebut “benar-benar benar” untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur (Suliyanto, 2018:233).  
Valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan 
membandingkan indeks korelasi product moment person dengan level 
signifikansi 5%. Jika r hitung > r tabel maka butir soal tersebut dinyatakan 
valid. Dan sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka butir soal tersebut 
dikatakan tidak valid  
2. Uji Reliabilitas 
Menurut (Suliyanto, 2018:254) Reliabilitas instrumen menunjukan 
kemampuan alat ukur untuk menghasilkan hasil pengukuran yang dapat 
dipercaya. Hasil pengukuran dipercaya apabila dalam beberapa kali 
pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok objek yang diperoleh hasil 
relatif sama (aspek yang diukur belum berubah) meskipun tetap ada 
toleransi bila terjadi perbedaan.  
Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian menggunakan metode split 
half, item tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok item 





setiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila 
korelasi 0,7 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang 
cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item 
tersebut kurang reliabel.  
G. Metode Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar 
dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi 
yang baik atau tidak (Ghozali, 2016:150). Dalam penelitian ini uji asumsi 
klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat 
untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data 
diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas 
data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang 
akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk 
membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi 
normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 










KD =  jumlah Kolmogorov Smirnov yang dicari  
n2 =  jumlah sampel yang diperoleh 
n2 =  jumlah sampel yang diharapkan  
Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 
pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 
pada (P<0,05), maka data dikatakan tidak normal (Sugiyono, 2013:257). 
b. Uji Multikolinieritas 
(Ghozali, 2018:107) menyatakan bahwa uji multikolinieritas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama 
dengan nol. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam 
model regresi multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 
variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 





variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 
(karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum namun dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinieritas adalah tolerance ≤ 0.10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat 
kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai 
tolerance=0.10 sama dengan tingkat kolinieritas 0.95. Walaupun 
multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi 
kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana 
sajakah yang saling berkorelasi. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2018:137), menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas. 
Heteroskedastisitas akan muncul apabila kesalahan atau 50 residual 
dari model yang akan diamati tidak memiliki variance yang konstan dari 
satu observasi ke observasi yang lainnya. Setiap observasi mempunyai 
reliabilitas yang berbeda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi 





adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2018:137). Berikut dasar analisis heteroskedastisitas menurut 
(Ghozali, 2018:138) adalah sebagai berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar 
diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut (Sugiyono, 2015:277), analisis regresi linier berganda 
digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 
keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), jika dua atau lebih 
variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 
nilainya). 
 
Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut : 
  b1X1+ b2X2+b3X3+ b4X4+e 
Keterangan: 
 = Kepatuhan wajib pajak 





b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 
X1 = Sanksi perpajakan 
X2 = Razia lapangan 
X3 = E-SAMSAT 
X4 = SAMSAT keliling 
e = Standar error 
 Dari penjelasan dan rumus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
apabila jumlah variabel independennya lebih dari atau sama dengan dua 
maka akan bisa dilakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi linier 
berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua 
atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. 
3. Uji Hipotesis 
Informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian 
diproses sesuai dengan jenis data, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 
dan angka metode statistik, yaitu sebagai berikut : 
 
a. Uji Parsial (Uji t) 
Uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
terikat (Santoso, 2014:245). Dasar pengambilan keputusan uji t dapat 
dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan. 





0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel bebas secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
4. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen 
(Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan 
satu. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Gambaran umum Obyek  
a. Gambaran Singkat Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 
Kabupaten Brebes 
1) Letak 
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Brebes 
beralamat di jalan Gajah mada No 60, Pecolotan, Gandasuli, 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52215 
2) Unit Layanan 
a) Unit layanan Samsat utama Brebes. 
b) Unit layanan Samsat pembantu Bumiayu. 
c) Unit layanan Samsat pembantu Tanjung. 












3) Struktur Organisasi 
 
Gambar 4.1 
Struktur organisasi UPPD Kab. Brebes 
 
Bagan-bagan struktur organisasi UPPD Kab.Brebes 
1) Kepala UPPD Kab. Brebes : Hernuryo Samekto, SE, M.Si 
2) KASUBAG Tata Usaha  : Retno Palupi, SE, MM 
3) KASI PUB   : Tiara Rizkalia, S.IP, M.Si 
4) Kasi Retribusi, PLL, dll  : Achmad Mudjahidin, SH, MH 








b. Sejarah Berdirinya SAMSAT 
Sejarah berdirinya SAMSAT untuk keperluan urusan PKB, 
BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK di Provinsi Jawa Tengah dimulai 
dengan suatu gagasan yang telah disampaikan oleh pihak Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum “Penataran Para 
Pemimpin Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se-
Indonesia” yang diselenggarakan di DKI Jakarta dari tanggal 9-17 April 
1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri 
berdasarkan surat keputusan oleh Kemendagri No. 46 Tahun 1976 
tanggal 24 Maret 1976. Usulan tersebut disampaikan pada kesempatan 
ceramah Bapak Brigadir Jenderal Polisi V. Karamoy pada waktu itu 
menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas MABES Polri 
pada ceramahnya yang berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang 
peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam 
hubungan yang selaras antara Pemerintah Daerah dan Polri”(Muchidin, 
2018). 
Usulan yang telah menghendaki SAMSAT dalam urusan PKB, 
BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diuji coba oleh DKI Jakarta 
selama 4 tahun (1972 s/d 1976) dan terbukti dengan keberhasilannya 
dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat agar dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. 
Ternyata pada usulan terdapat dukungan dari para peserta penataran 





kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri 
untuk jadikan SAMSAT PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK sebagai 
sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia”. 
Perlu diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat sebagai 
Kepala Bagian Pajak ikut dalam penataran tersebut bersama Drs. 
Varchan Sahlisapoetro pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian 
Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi pada waktu menjabat 
sebagai  Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Bappenda Jateng, 2016). 
Surat keputusan yang dicetuskan Bersama 3 Menteri antara lain 
(Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri 
Dalam Negeri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/IV/1976, 3 
November Tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 1977 pada tanggal 28 juni 1977. Sebagai realisasi hasil 
keputusan dari penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se-
Indonesia yang telah disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam 
hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan 
Menteri Keuangan maka dikeluarkan surat persetujuan dari Pemerintah 
secara terpadu dalam bentuk “Surat Keputusan Bersama” yang sudah 
dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, 





Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 3 November Tahun 1973 
(Bappenda Jateng, 2016). 
Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama tersebut 
dalam pelaksanaannya, telah disusun “Pedoman atau Petunjuk 
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam 
pengeluaran STNK, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang telah dicetuskan dalam Surat Edaran 
Kemendagri Nomor 16 Tahun 1977 pada tanggal 28 Juni 1977 
(Bappenda Jateng, 2016). 
c. Visi dan Misi SAMSAT Brebes 
1) Visi Samsat Brebes 
Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju 
pemerintahan yang bersih  
2) Misi Samsat Brebes 
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
b) Meningkatkan sumber daya manusia. 
c) Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan 
bermotor. 








d. Aparat Pelaksana dan Koordinator 
1) Aparat pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur 
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi 
dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang.  
2) Penanggung jawab kegiatan 
a) Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan Polri. 
b) Unit Administrasi : Petugas Dispenda, Polri dan Jasa Raharja. 
c) Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendaharawan SAMSAT). 
d) Unit Percetakan : Petugas Dispenda dan Polri. 
e) Unit Penyerahan : Petugas Polri. 
f) Unit Arsip : Petugas Polri dan Dispenda. 
g) Unit Informasi : Petugas Polri dan Dispenda 
3) Koordinator pada Kantor Bersama SAMSAT, dijabat oleh : 
a) SAMSAT Ibu kota Provinsi : Pa. Regident Ditlantas Polda. 
b) Samsat Daerah Kabupaten atau Kota : Pa. Lantas Fungsi Regident. 
e. Sumber Daya Manusia 
1) Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT harus 
memiliki kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina 
SAMSAT Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
2) Jumlah personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT 






3) Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT tidak 
diberikan tugas lain yang berada di luar SAMSAT. 
4) Setiap mutasi personil yang berada di Kantor Bersama SAMSAT 
harus sepengetahuan Pembina SAMSAT Provinsi. 
5) Untuk meningkatkan mental dan sikap disiplin personil Kantor 
Bersama SAMSAT, harus dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina 
SAMSAT secara berkala. 
6) Untuk meningkatkan sebuah profesionalisme personil Kantor Bersama 
SAMSAT dilakukan Program Orientasi atau Pembekalan oleh Tim 
Pembina SAMSAT Pusat dan Provinsi. 
2. Gambaran Umum Responden 
a. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin. 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini 
dapat dilihat ke dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.1 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin 
 
Jenis Kelamin kuantitas Persestase 
Laki-laki 49 49% 
Perempuan 51 51% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Data responden Samsat Brebes 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin 
responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang 
berada di Samsat Kabupaten Brebes berjenis kelamin laki-laki sebanyak 





51%. Itu artinya kuisoner tersebar merata antara responden yang 
berjenis kelamin laki-laki maupun responden berjenis kelamin 
perempuan. 
b. Identitas responden berdasarkan Usia. 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini 
dapat dilihat ke dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.2 
Identitas responden berdasarkan usia. 
 
Usia kuantitas Persestase 
16-25 tahun 52 52% 
26-35 tahun 28 28% 
36-45 tahun 11 11% 
46-55 tahun 7 7% 
>55 tahun 2 2% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Data responden Samsat Brebes 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 
responden yang berada di Samsat Kabupaten Brebes berusia 16-25 tahun 
yang berjumlah 52 responden dengan persestase 52%. Selain itu 
responden yang berusia 26-35 tahun berjumlah 28 dengan persestase 
28% sedangkan persestase paling sedikit ada pada responden berusia 
diatas 55 tahun dimana persestasenya hanya 2%. 
c. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan. 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini 








Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan. 
 
Pendidikan Kuantitas prosentase 
SMP 9 9% 
SMA 71 71% 
D3 3 3% 
S1 15 15% 
S2 1 1% 
Lainnya 1 1% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Data responden   
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 
pendidikan responden yang berada di Samsat Kabupaten Brebes adalah 
Sekolah Menengah Atas dengan persestase 71% berjumlah 71 responden. 
Selain itu responden yang dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 15 
responden dengan persestase 15% sedangkan persestase paling sedikit 
ada pada responden dengan tingkat pendidikan S2 dan lainnya dengan 
jumlah dan prosentase yang sama sebesar 1%. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Pengujian Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 
Uji validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat 
ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas bertujuan untuk 
menguji valid atau tidaknya suatu kuisoner. Kuesioner dinyatakan valid 
apabila mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 





Dalam penelitian ini validitas dari indikator data yang dianalisis 
menggunakan df (degree of freedom) dengan rumusan df = n-k, dimana n 
= jumlah sampel (100), k = jumlah variabel independent (4). Jadi df yang 
akan digunakan adalah 100-4 = 96 dengan alpha sebesar 5% maka 
menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,1671. Jika r hitung > r tabel maka 
dinyatakan valid. 
Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
berikut ini :  
Tabel 4.4 
Uji Validitas 
Variabel Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan  
X1 (Sanksi 
Perpajakan) 
1 0,537 0,1671 Valid 
2 0,681 0,1671 Valid 
3 0,777 0,1671 Valid 
4 0,688 0,1671 Valid 
5 0,485 0,1671 Valid 
6 0,654 0,1671 Valid 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
 
Variabel Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan  
X2 (Razia 
Lapangan) 
1 0,594 0,1671 Valid 
2 0,723 0,1671 Valid 
3 0,759 0,1671 Valid 
4 0,683 0,1671 Valid 
5 0,591 0,1671 Valid 
6 0,628 0,1671 Valid 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
 
Variabel Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan  
X3 (E-
Samsat) 
1 0,669 0,1671 Valid 





Variabel Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan  
3 0,856 0,1671 Valid 
4 0,828 0,1671 Valid 
5 0,718 0,1671 Valid 
6 0,780 0,1671 Valid 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
 
Variabel Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan  
X4 (Samsat 
Keliling) 
1 0,744 0,1671 Valid 
2 0,736 0,1671 Valid 
3 0,743 0,1671 Valid 
4 0,717 0,1671 Valid 
5 0,705 0,1671 Valid 
6 0,527 0,1671 Valid 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
 




1 0,704 0,1671 Valid 
2 0,708 0,1671 Valid 
3 0,684 0,1671 Valid 
4 0,642 0,1671 Valid 
5 0,599 0,1671 Valid 
6 0,662 0,1671 Valid 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa seluruh nilai r hitung > 
r tabel pada jumlah sampel sebanyak 100 dan nilai signifikansi sebesar 
5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir indikator 








b. Uji Reliabilitas 
Menurut (Suliyanto, 2018:254) Reliabilitas instrumen menunjukan 
kemampuan alat ukur untuk menghasilkan hasil pengukuran yang dapat 
dipercaya. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai cronbach’s 
alpha > 0,7. 
Hasil pengujian uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat 












Sanksi Perpajakan (X1) 0,716 0.7 Reliabel 
Razia Lapangan (X2) 0,749 0.7 Reliabel 
E-Samsat (X3) 0,865 0.7 Reliabel 
Samsat Keliling (X4) 0,786 0.7 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,749 0.7 Reliabel 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa 
seluruh variabel yaitu sanksi, razia lapangan, E-samsat, samsat keliling, 
dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel. 
2. Analisis Data 
a. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat 





mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan 
dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan 
model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal 
(Sugiyono, 2013:257). Uji normalitas yang digunakan adalah uji 
Kolmogorov-Smirnov. 
Data dikatakan normal, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 
pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 
0,05 pada (P<0,05), maka data dikatakan tidak normal (Sugiyono, 




















Test Statistic .073 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : Pengolahan Data SPSS   
 
Berdasarkan hasil olah data diatas, maka dapat diketahui bahwa 





dan lebih besar dari batas minimum 0,05. Dan dapat dinyatakan 
bahwa data penelitian dinyatakan lulus uji normalitas. 
2) Uji Multikolinieritas 
(Ghozali, 2018:107) menyatakan bahwa uji multikolinieritas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada 
tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 
Variance Inflation Factor (VIF). Nilai Cutoff yang umum namun 
dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah Tolerance 
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Berdasarkan hasil olah data tersebut, dapat diartikan bahwa 
variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki nilai tolerance lebih besar dari 
0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan 
jika dilihat dari nilai VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF dari seluruh 
variabel X1, X2, X3, dan X4 ≤ 10 dimana nilai X1 = 1.363 , X2 = 1.670, 
X3 = 2.206 dan X4 = 2.242 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut lolos uji multikolinieritas. 
3) Uji Heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2018:137), menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 
menggunakan metode Scatterplot. Kriteria pada metode Scatterplot 
sebagai berikut: 
a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 
0. 
b) Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 











Berdasarkan hasil olah data diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik 
menyebar dengan pola yang tidak beraturan atau titik-titik tidak 
membentuk pola tertentu serta penyebaran titik-titik tersebut berada 
diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y. Sehingga, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala 
heteroskedastisitas. 
b. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 





X2, X3, dan X4) dengan variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2015:277). 
Adapun hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu : 
 
Tabel 4.8 
Analisis Regresi Linier Berganda. 
Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Y = 17,129 + 0,265X1 + 0,034X2 + (-0,02)X3 + 0,076X4 
Keterangan: 
 = Kepatuhan wajib pajak 
a = Koefisien 
b1  = Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan 
b2  = Koefisien Regresi Razia Lapangan 
b3  = Koefisien Regresi E-Samsat 
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X1 = Sanksi perpajakan 
,X2 = Razia lapangan 
X3 = E-SAMSAT 
X4 = SAMSAT keliling 
e = Standar error 
berdasarkan hasil regresi di atas maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1) Nilai Konstanta α = 17,129 artinya jika variabel X1, X2, X3, dan X4 
nilainya 0 maka Y memiliki tingkat kinerja sebesar 17,129. 
2) Nilai koefisien X1 memiliki nilai sebesar 0,265. Artinya setiap 
peningkatan X1 sebanyak 1 kali maka akan berpengaruh pada 
peningkatan Y sebesar 0,265. 
3) Nilai koefisien X2 memiliki nilai sebesar 0,034. Artinya setiap 
peningkatan X2 sebanyak 1 kali makan akan berpengaruh pada 
peningkatan Y sebesar 0,034. 
4) Nilai koefisien X3 memiliki nilai sebesar -0,002. Artinya setiap 
peningkatan X3 sebanyak 1 kali makan akan berpengaruh pada 
penurunan Y sebesar -0,002. 
5) Nilai koefisien X4 memiliki nilai sebesar 0,076. Artinya setiap 
peningkatan X4 sebanyak 1 kali makan akan berpengaruh pada 







c. Uji Hipotesis 
1) Uji Parsial  
Uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel terikat (Santoso, 2014:245). Dalam penelitian ini 
pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengukur 
besarnya pengaruh Sanksi (X1) , Razia Lapangan (X2), E-Samsat (X3), 
dan Samsat Keliling (X4) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y). Menurut (Santoso, 2014:245) jika nilai signifikan < 0,05 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa : 
a) X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. Artinya nilai tersebut 
< 0,05, maka hipotesis diterima. Sehingga X1 secara parsial 
berpengaruh terhadap Y. 
b) X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,705. Artinya nilai tersebut 
> 0,05, maka hipotesis tidak diterima. Sehingga X2 secara parsial  
tidak berpengaruh terhadap Y. 
c) X3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,974. Artinya nilai tersebut 
> 0,05, maka hipotesis tidak diterima. Sehingga X3 secara parsial  
tidak berpengaruh terhadap Y. 
d) X4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,370. Artinya nilai tersebut 
> 0,05, maka hipotesis tidak diterima. Sehingga X4 secara parsial  
tidak berpengaruh terhadap Y. 
d. Koevisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen 
(Ghozali, 2016:95). Berikut ini merupakan hasil koevisien determinasi 
















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .168 .133 2.06966 
a. Predictors: (Constant), Samsat Keliling, Sanksi, Razia 
Lapangan, E-Samsat 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa R Square sebesar 
0,168. Artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki kontribusi terhadap 
Y sebesar 16,8%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini, maka diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
1. Pengaruh Sanksi (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor (Y). 
Pada hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 
SPSS 22 didapatkan hasil untuk X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,005. Artinya nilai tersebut < 0,05, maka hipotesis diterima. Sehingga X1 
secara parsial berpengaruh terhadap Y. Maka dapat disimpulkan bahwa 
Sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila 





cenderung semakin meningkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor karena masyarakat sadar dan mengetahui adanya sanksi yang akan 
mereka terima apabila mereka tidak patuh membayar pajak (Dewi & 
Suardana, 2016). selain itu, pemberian sanksi yang tegas akan membuat 
masyarakat untuk tepat waktu dalam membayar pajak sehingga mereka 
dapat menghindari pengenaan denda yang bisa memberatkan bagi para 
wajib pajak (Rahman et al., 2020). Pemberian sanksi juga dinilai dapat 
menjadi sarana untuk mendidik para wajib pajak agar patuh dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor mereka. 
Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini sejalan dengan 
penelitian (Dewi & Suardana, 2016) yang menunjukan nilai signifikansi 
sebesar 0,013 < 0,5 maka hipotesis diterima. Dari hasil tersebut maka 
memperkuat bahwa penerapan Sanksi dapat meningkatkan Kepatuhan 
Wajib Pajak.  
2. Pengaruh Razia Lapangan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor (Y). 
Pada hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 
SPSS 22 didapatkan hasil untuk X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,705. Artinya nilai tersebut > 0,05, maka hipotesis tidak diterima. Sehingga 
X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Maka dapat disimpulkan 
bahwa Razia Lapangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 





Razia Lapangan dinilai kurang membuat wajib pajak kendaraan 
menjadi patuh. Salah satu faktor yang membuat Razia Lapangan kurang 
berpengaruh karena kurangnya tindakan yang tegas terhadap para 
pengendara kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak 
(Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, 2017). Selain itu, 
intensitas Razia Lapangan yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dengan 
pihak kepolisian yang dinilai kurang intens. Razia hanya dilakukan saat 
momen-momen tertentu saja sehingga hanya mempunyai dampak kepatuhan 
jangka pendek saja (Ratna et al., 2019).  
Hasil penelitian ini juga membuktikan dari penelitian sebelumnya 
yang diteliti oleh (Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, 
2017) yang menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,574 > 0,05 berarti 
bahwa Razia Lapangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
3. Pengaruh E-Samsat (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor (Y). 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan 
program SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansi 0,974 > 0,05 
sehingga Hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa program E-
Samsat (X3) tidak berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Program e-samsat dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang membayar pajak 





nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib 
pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wardani 
Dewi Kusuma, 2018). Penerapan program E-SAMSAT diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Karena hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak. Program tersebut dibuat sedemikian rupa 
agar wajib pajak mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran wajib 
pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran 
pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Gustaviana Sandy, 
2020). 
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 
(Wardani Dewi Kusuma, 2018) yang menghasilkan nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima dan program E-Samsat 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Program E-
Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan 
masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui cara membayarkan pajak 
kendaraan menggunakan program E-Samsat melalui aplikasi sakpole. 
Banyak wajib pajak yang belum mengetahui apa itu E-Samsat dan 
bagaimana cara penggunaanya. Para wajib pajak menilai pembayaran 
melalui E-Samsat masih dirasa sulit dan berbelit karena harus menggunakan 
system online. Selain itu, program E-Samsat dinilai belum bisa digunakan 





yang membuat para wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak 
mereka langsung ke Samsat induk/utama. 
4. Pengaruh Samsat Keliling (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor (Y). 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan 
program SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansi 0,370 > 0,05 
sehingga Hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa program Samsat 
Keliling (X4) tidak berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
SAMSAT Keliling merupakan layanan yang dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Samsat Keliling dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam 
melakukan pembayaran PKB. Masyarakat semakin patuh membayar PKB 
dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan 
serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. 
(Dwipayana et al., 2017). Selain itu dengan adanya fasilitas yang disediakan 
pihak pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui 
Samsat Keliling dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk membayar 
pajak dengan tepat waktu dan tidak melebihi jatuh tempo sehingga dapat 
terhindar dari sanksi dan denda (Rohemah Rizkiyatur, Nurul Kompyurini, 
2013) 
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Dwipayana et al., 
2017) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 





kepatuhan wajib pajak. Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dikarenakan penempatan Samsat Keliling yang 
dinilai kurang menyebar. Jadwal Samsat Keliling yang hanya satu minggu 
sekali juga dinilai kurang optimal karena kebanyakan wajib pajak akan 
membayar pajaknya ketika mendekati jatuh tempo sehingga mereka akan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Setelah melakukan pengujian pada variabel Sanksi, Razia Lapangan, E-
Samsat, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Brebes, dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu : 
1. Sanksi perpajakan (X1)  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendayaan bermotor Kabupaten Brebes. Dengan pemberian 
sanksi yang tegas akan membuat wajib pajak untuk menghindari pengenaan 
sanksi dan denda sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
2. Razia Lapangan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten 
Brebes. Penerapan Razia lapangan dinilai kurang efektif karena hanya akan 
membuat efek jera dalam waktu yang singkat. 
3. Program E-Samsat (X3) tidak berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes. Kurangnya 
pemahaman akan penggunaan system elektronik membuat para wajib pajak 
masih bingung dan belum mengetahui tentang penggunaan program E-
Samsat. 




4. Samsat Keliling (X4) tidak berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes. penempatan lokasi 
Samsat Keliling yang kurang strategis dan jadwal yang hanya seminggu 
sekali membuat minat wajib pajak kurang dengan adanya samsat keliling.. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Pihak SAMSAT yang dibantu dengan pihak kepolisian diharapkan untuk 
selalu memperhatikan sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak 
sesuai yang tertera pada (UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan , 2009) sehingga dapat membuat efek jera pada para 
penunggak pajak.  
2. Pihak SAMSAT perlu mengadakan Razia Lapangan yang lebih sering dan 
diperlukan personil yang lebih banyak agar mampu menjaring para 
pelanggar pajak kendaraan bermotor. Selain itu pihak Samsat dengan 
pihak kepolisian perlu mengadakan Razia lapangan di daerah-daerah yang 
lebih pelosok agar bisa menjaring para penunggak wajib pajak.  
3. Pihak Samsat diharapkan lebih sering untuk mengadakan sosialisasi 
langsung terhadap masyarakat tentang keunggulan dan kemudahan 




penggunaan program Samsat keliling sehingga selain bisa memudahkan 
masyarakat hal ini juga bisa untuk menambah minat wajib pajak.  
4. Pihak Samsat diharapkan untuk meninjau lokasi-lokasi penempatan 
Samsat keliling agar dapat dijangkau oleh seluruh wajib pajak. Masih 
banyak para wajib pajak yang menggunakan kendaraan mereka tanpa 
menghiraukan pajak kendaraan mereka terutama di daerah terpencil. 
5. Dari hasil penelitian determinasi (R2) sebesar 16,8% dan sisanya sebesar 
83,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari topik yang diteliti, maka 
diharapkan untuk penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk 
menambah variabel lainnya seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan 
wajib pajak dan sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 
6. Disarankan supaya wajib pajak untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di Indonesia khususnya wajib pajak kendaraan 
bermotor Kabupaten Brebes karena kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Brebes tergolong masih rendah. 
C. Keterbatasan Peneliti 
Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penyusunan penelitian 
ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor 
untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih 
menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini tentu tidak lepas dari 




kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Keterbatasan pada penelitian ini antara 
lain: 
1. Pada penelitian ini hanya dengan penyebaran kuesioner sehingga jawaban 
dari responden (wajib pajak) terkadang kurang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya terjadi dilapangan. 
2. Terjadinya pandemi covid-19 membuat peneliti kurang leluasa untuk 
melakukan wawancara dengan para responden sehingga masih banyak hal 
yang belum bisa diambil secara detail perihal penelitian ini. 
3. Jumlah responden (wajib pajak) pada penelitian ini hanya 100 orang wajib 
pajak, yang tentunya kurang untuk lebih menggambarkan keadaan yang 
sesungguhnya. 
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat 
variabel, yaitu sanksi perpajakan, Razia lapangan, sistem elektronik samsat 
dan Samsat keliling. Sehinggap diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa 
menambahkan variabel-variabel lainnya. 
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Lampiran 1 Instrumen Penelitian 
Kepada,  




Dengan hormat,  
Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Sarjana Akuntansi di 
Universitas Pancasakti Tegal dalam bentuk tugas akhir penyusunan Skripsi yang 
berjudul “ PENGARUH SANKSI, RAZIA LAPANGAN, PROGRAM E-
SAMSAT, DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BREBES ” dengan ini 
Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner penelitian ini.  
Penelitian ini semata-mata bertujuan untuk keperluan akademis dan 
penelitian ilmiah khususnya ilmu akuntansi. Kerahasiaan data penelitian akan 
dijamin. Saya mengharapkan informasi dan jawaban yang sesungguhnya dari 
Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai kondisi yang sebenar-benarnya.  
















PENGARUH SANKSI, RAZIA LAPANGAN, PROGRAM E-SAMSAT, DAN 
SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BREBES 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
I. PETUNJUK PENGISIAN 
a. Kepada Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan 
yang ada dengan jujur dan sebenarnya 
b. Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia dan pilih salah satu jawaban 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
c. Ada 5 (lima) alternatif jawaban yaitu 
Simbol  Kategori Nilai Bobot 
SS Sangat Setuju 5 
S Setuju 4 
KS Kurang Setuju 3 
TS Tidak Setuju 2 






II. IDENTITAS RESPONDEN 
a. Nama : 
1) Nama Responden  : …………………………………….. 
2) Nama pada STNK : …………………………………….. 
 
b. Jenis Kelamin 
 
 Laki-laki   Perempuan 
 
c. Usia Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini                   :   ............... Tahun 
 
d. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Sdr/i 
 
 SMP/Sederajat   SLTA/Sederajat 
 
 DIII/Sarjana Muda   S1/Strata 1 
 






Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan 
tanda (ⱱ) sesuai dengan pilihan saudara/saudari. 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk 
membayar pajak  
     
2 Saya sadar dalam membayar pajak digunakan 
untuk kepentingan bersama. 
     
3 Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat 
pada waktunya 
     
4 Saya mengetahui kapan pajak kendaraan 
bermotor saya jatuh tempo. 
     
5 Saya selalu memenuhi seluruh data persyaratan 
dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor. 
     
6 Saya selalu mengikuti langkah-langkah 
pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
     





Variabel Sanksi Perpajakan (X1) 
Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan 
tanda (ⱱ) sesuai dengan pilihan saudara/saudari. 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya menetahui Sanksi pidana akan diberikan 
kepada wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran berat. 
     
2 Saya mengetahui Sanksi administrasi akan 
diberikan kepada wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran ringan. 
     
3 Saya mengetahui keterlambatan membayar 
pajak akan membuat saya dikenai sanksi. 
     
4 Saya merasa pemberian sanksi membuat wajib 
pajak jera. 
     
5 Saya merasa pelaku manipulasi data pajak 
harus diberikan sanksi tanpa toleransi. 
     
6 Saya merasa pemberian sanksi tanpa toleransi 
menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak 
agar lebih patuh dalam membayar pajak. 
     




Variabel Razia Lapangan (X2) 
Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan 
tanda (ⱱ) sesuai dengan pilihan saudara/saudari. 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya takut terkena razia apabila melanggar 
kewajiban membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
     
2 Saya menjadi lebih disiplin setelah terkena 
razia lapangan. 
     
3 Saya merasa Saat razia lapangan dilaksanakan 
integritas pemeriksa bisa diandalkan. 
     
4 Saya merasa malu jika ketahuan tidak 
membayar pajak. 
     
5 Razia pemeriksaan pajak kendaraan bermotor  
sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan 
Samsat. 
     
6 Saya merasa Jumlah pemeriksa tidak sebanding 
dengan para pelanggar pajak kendaraan 
bermotor. 
     




Variabel Program E-Samsat (X3) 
Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan 
tanda (ⱱ) sesuai dengan pilihan saudara/saudari. 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya merasa Program E-samsat cepat diterima 
oleh masyarakat karena rutin dilakukan 
sosialisasi. 
     
2 Saya merasa Pembayaran pajak melalui program 
E-samsat menjadi lebih mudah. 
     
3 Saya merasa pembayaran pajak melalui program 
E-samsat lebih efektif. 
     
4 Saya merasa Pembayaran pajak kendaraan 
bermotor melalui program e-samsat lebih efisien 
dan tidak membuang-buang waktu. 
     
5 Saya merasa Keamanan wajib pajak dalam 
melakukan pembayaran menggunakan program 
e-samsat lebih terjaga. 
     
6 Saya merasa aman dalam bertransaksi dan 
terhindar dari calo dalam pembayaran pajak 
     





Variabel Samsat Keliling (X4) 
Berikut di bawah ini merupakan kuesioner yang harus di isi menggunakan 
tanda (ⱱ) sesuai dengan pilihan saudara/saudari. 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya merasa letak wilayah samsat keliling sangat 
strategis. 
     
2 Saya merasa Samsat keliling dapat dijangkau 
dengan mudah terutama bagi wajib pajak yang 
jauh dari kantor utama samsat. 
     
3 Saya merasa puas dengan kehandalan dalam 
pelayanan program samsat keliling 
     
4 Saya merasa antusias dengan program 
pemerintah yang menghadirkan program samsat 
keliling 
     
5 Saya merasa Minat wajib pajak dalam membayar 
pajak bertambah dengan adanya samsat keliling. 
     
6 Saya merasa Pendataan wajib pajak yang berada 
jauh dari lokasi kantor utama samsat lebih 
terkontrol. 
     















Lampiran 3 Uji Validitas 
Sanksi 
Correlations 
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SAMSAT Keliling  
 
Correlations 
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